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PAD Anjlok,

Tabanan Defisit Anggaran

Rp 31 Miliar

Dewan dan Eksekutif
Kini Pusing Cari Akal
Tutupi Defisit

TABANAN - Setelah rapat
Banggar beberapa waktu lalu
dibubarkan gara-gara Sekda
Tabanan tidak hadir, akhirnya
rapat kerja (raker) Badan Ang-
garan (Banggar) DPRD dengan
Tim Ariggarapan Pemerintah
Daerah (TAPD) Pemkab Ta-
banan bisa digelar Senin (6/8)
kemarin di ruang rapat kantor
DPRD Tabanan.

Dalam rapat tersebut terjadi
perdebatan cukup alot soal
APBD Tabanan 2018 yang
mengalami defisit sangatbesar.
Dari datayang dihimpun koran
ini, APBD Tabanan mengalami
defisit sebesar Rp 41 miliar.
Akibat turunnya Pendapatan
Asli Daerah (PAD). Defisit
tersebutbaru bisa ditutupi dari

anggaran BKK provinsi sebesar
Rp 10 miliar. Sehingga masih
ada defisit Rp 31 miliar. Hal
ini membuat kalangan DPRD
Tabanan dan eksekutif yang
tergabung dalam TAPD pusing
mencari sumber dana untuk
menutupi defisit tersebut.

Tabanan yang juga Ketua
Banggar, I Ketut Suryadi,
berlangsung alot. Sementa-
ra TAPD Pemkab Tabanan
dipimpin Sekda I Nyoman

Wirna Ariwangsa bersama

tim termasuk Bapelitbang,
Bakeuda, serta OPD peng-
hasil PAD seperti kehabisan
akal untuk mencari sumber
pendapatan baru.

Dalam kesempatan terse-
but Suryadi mempertanya-
kan tidak tercapainya target

pendapatan daerah termasuk

terjadinya defisit yang men-
capai Rp 41 miliar. “Kami

mohon penjelasan dari

TAPD,” ucapnya kepada TAPD
Pemkab Tabanan.

Sekda Tabanan, I Nyoman
Wirna Ariwangsa menjelaskan,
terjadi defisit akibat potensi
pendapatan daerah turun.
Seperti BPHTP, pajak daerah

; lgmnya yang tidak sesuai den-
Rapat dipimpin Ketua DPRD

gan target termasuk pemasu-
kan dari DTW (daerah tujuan
wisata) di tabanan yang tidak
mencapai target. Sehingga ter-
jadi defisit sebesar Rp 41 miliar.
“Memang terjadi penurunan
target pendapatan seperti dari
PHR karena berhentinya op-
erasioan! hotel NBR (Nirwana
Bali Resort) di Tanah Lot, serta
sektor lainnya,” katanya.
Sementara kepala Bapelit-
bang IB Wirtamaja mengakui
dalam waktu berjalan APBD
2018 terjadi defisit sebesar Rp
4] miliar. I.Intukmenutupx de-
fisit tersebut awalnya pihaknya
mengandalkan dana bantuan
provinsi sebesar Rp 10 miliar
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dan dana' dari BRSU Tabanan
sebarRp 13 miliar. Sehingga ma-
sih kurang sekitar Rp 18 miliar.

Namun ternyata dana dari
BRSU Tabanan tidak bisa di-
pakai untuk menutupi defisit
tersebut. Karena harus digu-
nakan membeli obat dan per-
-alatan rumabh sakit. “Jadi masih

tensi pendapatan yang masih
bisa dioptimalkan seperti dari
DTW. Dia juga mempertanya-
kan kenapa targetdari DTW juga

diturunkan. Padahal tarif sudah
ditingkatkan. Kemudian ke-
datangan tamu relatif sama dari

~ yang bisa menjadi objek pajak.

tahun sebelumnya, tetapi justru

target pendapatan dlturunkm.:_
‘Apalagi ada rencana penera-

pan e-billing untuk tiket masuk.

Bahkan Boping mendesak agar

targettersebut dmalkkansesual
target awal.

Hal senada dlsamplkan Ket-
ua Komisi III, I Wayan Lara.
Menurut dia, dengan terjadin-
ya defisit, TAPD maupun OPD
penghasil harus kerja keras
untuk merealisasikan target
tersebut untuk memblayal
pembangunan Semestmya

~dengan kondisi tersebut,
OPD penghasil semakin
kreatif dan inovatif mencari

terobosan untuk peningka- -

tan PAD,” ungkapnya.

JULIADV RADAR BALI

'MASA SUUT Rapm Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan dengan
TAPD Pemkab Tabanan di ruang rapat kantor DPRD Tabanan, kemarin.

ada defisit sekitar Rp 31 Miliar.
Sementara dari pusat sudah
tidak ada lagi kucuran dana,’
ucapnya.

Mendengar hal tersebut Két-
ua DPRD Tabanan yang akr-
ab dipanggil Boping itu minta
eksekutif segera mencari jalan

keluar. Dia melihat banyak po-

Lara juga mengatakan, melihat
banyak potensi pendapatan
yang belum tergarap maksi-
mal sepertl dari sektor hotel
dan restoran, padahal banyak
usaha perhotelan termasuk
vila, penginapan dan restoran

Apalagi ada aturan baru yang

- memperbolehkan pemerintah
- memungut pajak, meski usah-
~ anya belum berizin. “Saya kira

potensi pendapamn sangat be-
sarbelumtergatap, tandasnya.

Mendapat desakan tersebut
akhirnya Kepala Bakeuda I
Dewa Ayui Sri Budiarti hanya
bisa mengiyakan desakan
~dewan untuk meningkatkan
target pendapatan. Padahal
semestinya 3 DTW yang ada
di Tabanan yakni Jatiluwih,
Tanah Lot dan Ulun Danu
yang hanya menghasilkan
PAD sekitar Rp 6,5 miliar per
bulan, kini dltargetkan men-
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MANGUPURA - Pemkab Badung saat

retaris Daerah (Sekda) Badung I Wayan

melakukan kajian terkait PD parkir.
Menurutnya, kajian sedang dilak-

sanakan oleh Badan Penelitian dan

Pengembangan (Balitbang) Kabupaten

malisasi pendapatan daerah dari sektor
~ parkir. “Untuk masalah itu. (pendirian
\ PD Parklr), saat ini masxh dxlakukan

5 persen untuk pemerintah. “Yangjelas,
nasih dalam kajian. Kalau hasil kajian
nantinya dinilai memungkmkan tentu
. PD Parkir akan segera diwujudkan, ”

ni.

* Secara terpisah, Ketua KomisiIll DPRD
Badung] Putu Alit Yandinata menyambut
baik pendirian PD Parkir karena bisa
mengoptimalkan pendapatan dari sektor

parkir. “Kita memiliki kantong-kantong
parkir yang sangat potensial. Di an-
taranya pusat perbelanjaan, parkir tepi

~ ini belum memiliki Perusahaan Daerah Jumat(3/8).
(PD) Parkir. Namun menurut Sek-

Adi Arnawa, Badung sejatinya sudah

Badung. Pendirian PD Parkir guna opti- -

terang birokrat asal Pecatu, Kuta Selatan

Badung Sedang Kaji

kajian oleh Balitbang, jelas

Kata dia, rencana ng:ndman PD Parkir
iniatas permkn'an Bupati untuk optimal-
isasi pendapatan parkir. Karena potensi
parkiryang ada saat ini masih bisa dimak-
simalkan. Mengenai pengelolaan parkir
yang saat ini sebagian masih dilakukan
oleh pihak Desa Adat, hal ini pun harus
dikoordinasikan terlebih dulu. Karena
selama ini bagi hasil antara ?emenntah
dengan Desa Adat selaku pengeloka
adalah 75 persen untuk pengelola dan

jalan seperti di Kuta yang selalu ramai,
kawasan wisata, dan tempat keramaian
lainnya,” jelas politisi PDI Perjuangan
Badung asal Abiansemal ini. :

Imbuhnya, pendapatan parkir yang
selama ini berkisar puluhan miliar,
misal tahun 2018 ini ditargetkan Rp -
27,6 miliar lebih akan bisa ditingkat-
kan. “Kalau dikelola dengan mana-
jemen profesional dan penerapan
teknologi , saya sangat yakin pendapa-
tan dari pajak parkir akan memngkat
pungkasnya. (dwi/dlt)
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APBD Karangasem

An]lok Rp 84 Miliar

Berdalih Galian C Tak
Bisa Dipungut Retribusi

AMLAPURA-Karangasem
dalam kondisi krisis. Ini terjadi
karena pendapatan asli daerah
(PAD) Karangasem terus mer-
osot. Salah satu penyebabnya

adalah galian C di Karangasem

yang tidak bisa dipungut retri-
busi. Ini karena regula51 yang

balum jelas. Hal ini dilaporkan

Bupati Karangésem IGA Mas
Sumatri dalam rapat Paripurna
kemarin (3/8). Mas Sumatri

.mengatakan, APBD Induk

Karangasem tahun 2019 diran- -

cang Rp 1,4 triliun. Menurun
sekitar Rp 84 miliar dari induk
2018 sebesar Rp 1,5 triliun leb-
ih. Ini juga disebabkan karena
PAD Karangasem tahun 2019
di pasang menurun yakni Rp
220 miliar. Sedangkan tahun
2018 lalu sebesar Rp 234 mil-,

o NSO A TRR

iar. Target ini menurut bupati

_cukup realistis karena kondisi

Karangasem. Di antaranya
belum bisa dipungut retribusi
dari sektor galian C: Padahal -
selama ini sumber PAD Ka-
rangasem terbesar dari sektor
tambang tersebut. Parahnya
lagi diikuti penurunan dana
perimbangan yakni Rp 951
miliar lebih tahun 2019, turun -
dari tahun 2018 yakni sebesar

1 Bp 968 iniliar. Dygyapeeiiiban-

gan ini berasal dari hasil pajak,
DAU, DAK dan bagi hasﬂ

Sebelum penyerahan Rencana

KUA dan PPAS tahun 2019 ini

juga dilakukan pengesahan

dua Ranperda oleh DPRD
Karangasem. Kedua Ranperda
tersebut adalah Perda
Penyelenggaraan Perlindungan
Perempuan dan Anakserta Perda
Pertanggung Jawaban APBD

2017.Semuafraksibisamenerima  m

kedua Ranperda tersebut untuk
di sahkan sebagai Perda melaui
pemandangan fraksi DPRD
Karangasem. Bupati mengakui
selama pembahasan banyak
pertanyaaan dan masukan wakil
rakyat Karangasem. "Semua
itu juga sudah dijawab pihak
eksekutif. Sekalipun masih ada
yang kurang apa yang sudah

_ dilakukan merupakan usahayang

maks1mal," jelasnya. (u-a/dat)
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